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Abstract : This research aims to delve into the method of ta’arudhal-adillah in understanding legal evidence for 

resolving legal issues within the context of Islamic law. A qualitative approach is employed using library research, 

facilitating an in-depth analysis of relevant Islamic legal literature. The primary findings indicate that the 

principles of al-jam'u wa al-taufiq, which combine various evidences to reach holistic conclusions, and the 

concept of nasakh, which addresses the abrogation or alteration of laws based on newer evidences, are pivotal in 

understanding the interaction and hierarchy of legal evidences. This study provides profound insights into how 

legal evidences influence each other and are applied in contemporary Islamic legal practice, highlighting their 

relevance in meeting the legal needs of modern societies. 
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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mendalami metode ta’arudhal-adillah dalam memahami dalil-dalil 

hukum untuk penyelesaian persoalan hukum dalam konteks hukum Islam. Pendekatan kualitatif digunakan 

dengan metode penelitian library research, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap literatur hukum 

Islam terkait. Hasil temuan utama menunjukkan bahwa prinsip al-jam'u wa al-taufiq, yang menggabungkan 

berbagai dalil untuk mencapai kesimpulan yang holistik, serta konsep nasakh, yang membahas perubahan atau 

penghapusan hukum berdasarkan dalil-dalil yang lebih baru, menjadi kunci dalam memahami interaksi dan 

hierarki dalil-dalil hukum. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana dalil-dalil hukum saling 

memengaruhi dan diterapkan dalam praktik hukum Islam kontemporer, serta relevansinya dalam konteks 

kebutuhan hukum masyarakat modern. 

 

Kata Kunci: Al-jam'u wa al-taufiq; Dalil hukum; Metode penyelesaian; Nasakh 

 

1. PENDAHULUAN 

Selain memiliki kesempurnaan wujud, manusia dikaruniai akal dan nafsu. Akal diberikan 

oleh Allah untuk membantu manusia hidup dengan bebas di dunia sebagai khalifah-Nya. 

Meskipun demikian, Allah Yang Maha Agung juga memberi manusia kompas dan buku 

pedoman untuk membantu mereka berjalan di bumi. Utusan Nabi Muhammad SAW dan kitab 

suci yang dibawanya, Al-Qur'an, adalah contoh dari hal ini. Dalam hal ini, agama Islam 

menetapkan hukum syar'i untuk setiap mukallaf. Didalamnya agama Islam menetapkan pada 

setiap mukallaf aturan dan tata tertib yang disebut dengan hukum syar'i. 

Menurut ulama ushul, hukum syar'i hanya berasal dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai 

sumber hukum Islam yang naqli. Sumber hukum utama yang qathi, yaitu Al-Qur'an, Hadis 

shahih, dan Hadis hasan, sejatinya berasal langsung dari Allah SWT dan tidak mungkin ada 

keraguan ataupun kesalahan pada keduanya. (Ramli, Ushul Fiqih, 1st ed.2021). 
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Ajaran dasar ini bersifat tetap, absolut, tidak berubah, dan mutlak. Dengan sifat 

dogmatisnya, ajaran ini sering disebut sebagai ajaran yang pasti atau qath'i.( Abdul Rivai 

Poli.2024). 

Dia adalah Dzat yang maha benar dan tidak mungkin memberikan arahan yang tidak 

jelas, terlebih lagi aturan yang salah. Dalil-dalil yang ditemukan oleh para mujtahid yang secara 

dhahir tampak bertentangan merupakan bentuk keterbatasan akal manusia atau dalam kasus ini 

para mujtahid dalam memahami tentang ayat-ayatNya yang terlalu sempurna. (Khoirul 

Fathoni.2020). 

Saat ditemukan peristiwa ta'arudh al-adillah atau pertentangan antar dalil yang 

menunjukkan pada suatu hukum permasalahan tertentu maka mujtahid mencarikan cara terbaik 

yang paling mungkin dilakukan dan tidak menyalahi aturan syariat. Terdapat beberapa metode 

untuk menyelesaikan pertentangan dalil yang digunakan oleh para mujtahid yakni, Al-jam'u wa 

al- taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan, Tarjih yaitu mengunggulkan 

salah satu dalil, Nasakh yaitu membatalkan salah satu dalil, dan Tasaqut atau Tawaquf al- 

dalalain yaitu tidak menggunakan atau mengamalkan kedua dalil yang bertentangan. (Zulham 

Wahyudani, Mustofa Hasan, and Muhammad Firdaus.2023). 

Ulama hanafiyah dan syafi'iyah memiliki perbedaan pendapat pada urutan metode yang 

digunakan dalam menyelesaikan dua dalil yang secara lahiriyah tampak kontradiktif. Ulama 

hanifiyah berpendapat dengan urutan, Nasakh, Tarjih, Al-jam'u wa al-taufiq, Tasaqut atau 

Tawaquf. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat dengan urutan metode Al- jam'u wa al-taufiq, 

Tarjih, Nasakh, dan Tasaqut atau Tawaquf. Demikianlah kedua ulama ini memiliki cara berbeda 

untuk menyelesaikan ta'arudh yang terjadi pada beberapa dalil. 

Berdasarkan uraian diatas, penyusunan karya tulis jurnal ini, penulis mengumpulkan 

berbagai referensi dan studi terdahulu yang berkaitan dengan topik utama jurnal ini. Tulisan ini 

membahas tentang dua metode utama ulama syafi'iyah dan hanafiyah, al-jam'u wa al-taufiq dan 

nasakh, dalam menyelesaikan masalah kontradiksi dalil atau ta'arudh al-adillah. Diharapkan 

pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai definisi, syarat 

penggunaan, pendapat ulama, dan contoh penggunaan metode ini dalam menyelesaikan 

masalah pertentangan dalil atau ta'arudh al-adillah.  
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2. METODE PENELITIAN 

Dalam menyusun karya tulis ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan 

ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tertulis melalui sumber-sumber literatur 

kepustakaan seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang memiliki relevansi dengan fokus 

kajian penelitian, yakni terkait dengan metode penyelesaian kontradiksi dalil/ta'arudh al-adillah 

dengan melalui al-jam u wa al-taufiq dan nasakh. Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan 

metode penelitian library research adalah dengan memilih dan menentukan fokus tujuan 

penelitian, mencari sumber literatur yang sesuai, membaca, dan membuat catatan penelitian. 

Data yang diperoleh  dari proses penelitian kemudian dianalisis untuk selanjutnya disajikan 

dalam bentuk narasi deskriptif pada pembahasan. Setelah penyajian data maka kemudian 

ditarik kesimpulan, kesimpulan ini disusun berdasarkan rangkaian penyajian data dari awal 

hingga akhir dan menunjukkan hasil akhir dari penelitian. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menurut istilah yang digunakan oleh sebagian besar pakar ushul fiqh, mengartikan 

Ta'arudh'. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Ta'arudh' yaitu, satu dari dua dalil menghendaki 

hukum pada suatu kasus yang berbeda dengan huum yang dikehendaki dalil lain dalam satu 

waktu. Sementara Imam as-Syabiti, Ta’arudh al-Adillah; “ At-ta’arudh bisa dianggap dari 

konteks dalil itu sendiri atau bisa dianggap dari konteks pemahaman mujtahid. Apabila itu 

dilihat dari konteks dalil itu sendiri, maka itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan, apabila dilihat 

dari konteks pemahaman dan pandangan mujtahid terhadap dalil, maka pertentangan itu benar 

adanya dan ulama sepakat dengan hal tersebut, walaupun sesungguhnya para mujtahid 

menganggap sebuah dalil itu bertentangan apabila dalil tersebut tidak bisa digabungkan 

(jam’un), sehingga mereka harus mengambil salah satu ketetapan dengan metode tertentu. 

(Abiyyu Mahir Ammar.2022). 

Mayoritas ulama Ushuliyin setuju dengan empat metode untuk menyelesaikan dua dalil 

yang tampak bertentangan: al-jam'u wa al-taufiq, Tarjih, Nasakh, dan Tasaqut al-dalalain. 

Ulama Syafi'iyah memilih al-jam'u wa al-taufiq dan hanafiyah memilih Nasakh. 
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Al-Jam'u wa al-Taufiq 

Secara bahasa Jam'u berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, sedangkan secara 

istilah berarti menghimpun dua dalil yang  bertentangan satu sama lain, menakwilkan dua hal 

yang berbeda, dan menyesuaikan di antara keduanya. Adapun al-taufiq berarti menyesuaikan 

atau mencocokkan. 

Beberapa ulama sepakat bahwa al-jam‘u wa al taufiq harus dilakukan jika ada dua dalil 

yang berbeda. Ulama Hanafiyah melakukan kompromi antara dua dalil yang kontradiksi, jika 

kedua dalil tersebut tidak terjadi nasakh dan tidak dapat di-tarjih. Berbeda dengan Hanafiyah, 

sebagian ulama Syafi‘iyah lebih mendahulukan al-jam‘uwa al-taufiq, karena mengamalkan dua 

dalil lebih baik dari pada meninggalkan salah satunya. (Dahliah.2013). 

Dalam melakukan kompromi terhadap dua dalil yang tampak kontradiksi maka mujtahid 

dapat melakukan pengamatan atas karakter dalil-dalil tersebut dijelaskan dalam kitab 

Musallam ats-tsubut. Misalnya apabila kedua dalil yang bertentangan tersebut sama-sama 

mutlak/universal maka dapat dilakukan kompromi dengan membuat batasan pada hukum 

tersebut.  

Kemudian apabila dalil yang bertentangan sama-sama khusus, maka dilakukan 

kompromi dengan cara pembagian. Lalu apabila pada kedua dalil tersebut ada yang umum dan 

ada yang khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara mengidentifikasi dalil yang umum 

dan khusus kemudian menerapkan hukum pada masing-masing porsinya. (Ahmad 

Atabik.2015). 

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan untuk 

menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq: pertama apabila dua dalil hukum yang 

bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan pembagian dengan sebaik-baiknya. Contohnya 

apabila terdapat dua orang yang mengklaim bahwa rumah itu adalah miliknya, dan tidak ada 

bukti yang menguatkan atau melemahkan salah satu pihak. Maka solusi dalam. 

mengkompromikan antara dua dalil ini adalah dengan mengambil jalan tengahnya. Karena 

rumah yang dipersengketapakan dapat dibagi maka cara penyelesaiannya adalah dengan 

membagi rumah tersebut. 

Kedua, apabila hukum yang bertentangan adalah frasa atau lafadz yang dapat memiliki 

beberapa arti, maka mungkin untuk mengamalkan kedua dalil dengan cara 

mengompromikannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: "Tidak 

(dinamakan) shalat bagi tetangga masjid kecuali (melakukan shalat) di masjid." Kemudian 

Nabi SAW berkata pada orang yang tidak berjamaah bersama beliau "Apabila kalian telah 
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mendirikan shalat di rumah lalu kalian mendatangi masjid sedang berjamaah, maka dirikanlah 

shalat berjamaah bersama mereka, karena itu akan menjadi pahala sunnah bagi kalian".  

Kompromi pada dua hadis di atas menimbulkan hukum yang bervariatif karena kata 

"tidak" menimbulkan banyak makna. Yaitu dapat berarti "tidak sah" "tidak sempurna", dan bisa 

juga "tidak utama". Oleh karena itu maka kedua dalil tersebut dapat tetap digunakan sebagai 

dasar hukum keutamaan shalat berjamaah di masjid. (Vina Sa’adatul Athiyyah.2024). 

Menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq untuk menyelesaikan dua dalil yang 

kontradiktif tidak selamanya dapat dilakukan dan dibenarkan begitu saja, melainkan terdapat 

beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti berikut: (Nindia Oktiviana.2023).   

a. Setiap dari dua dalil yang bertentangan harus kuat kehujahannya. Oleh karena itu, 

mengkompromikan dua dalil yang lemah tidak dibenarkan karena dalil yang lemah tidak 

dapat dianggap sebagai hujjah hukum. 

b. Setiap dalil kontradiktif harus memiliki kekuatan yang sama untuk dikompromikan. Oleh 

karena itu, jika salah satu dari dua dalil yang berbenturan memiliki kualitas yang dhaif, 

maka hukum dalil tersebut tidak dapat dikompromikan. Bahkan, akan lebih layak untuk 

mempertimbangkan kembali dan mendapatkan dalil yang lebih kuat.  

c. Jika takwil yang luas dapat digunakan untuk kompromi dua dalil, maka takwil tersebut 

tidak boleh melampaui batas aturan linguistik, tidak boleh melanggar praktik syariat atau 

prinsip-prinsip dasar hukum Islam, dan tidak boleh bertentangan dengan firman-firman 

Allah lainnya.  

d. Mengkompromikan harus dilakukan oleh seorang mujtahid yang memiliki pengetahuan 

yang luas dan mendalam tentang ilmu syariat. 

e. Kompromi dalil tidak boleh menyimpang dari hikmah syariat atau menyimpang dari 

hukum syariat yang telah disepakati dan nash hukum yang qath'i. 

Sebagai contoh, Al-Jam'u wa Al-Taufiq digunakan ketika ada bukti yang bertentangan 

dalam mujtahid di kalangan hanafiyah dan syafi'iyah berdasarkan hadis dan Al-Qur'an 

memutuskan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut dan tetap mengikuti dua hukum 

yang tampak bertentangan. Al-jam'u wa al-taufiq pada dalil nash termasuk: Kompromi pada 

dalil hadis yang tampak berbenturan berkenaan dengan kesaksian manusia.  
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Dalil hukum yang terkait ditulis sebagai berikut: 

يسُْألَهََا أن قبل بِشَهادتَِهِ  يَأتي الذي الشُّهَداَء بخير أخُبِرُكُم ألا» : قال وسلم عليه الله صلى النبي أن الجهني  خالد بن زيد عن ». 

Yang artinya: "Bukankah saya telah memberitahu kamu sebaik-baik kesaksian yaitu 

kesaksian yang diberikan oleh seseorang sebelum diminta menjadi saksi". (HR. Muslim). 

 

Hadis tersebut menyatakan bahwa kesaksian yang paling baik adalah kesaksian yang 

diberikan sebelum diminta, baik dalam hak-hak Allah maupun hak manusia. Ada juga dalil lain 

yang berkaitan dengan hukum ini, seperti: 

ب    بْنُ   زَهْدمَُ   حَدَّثنََا  جَمْرَةَ   أبَوُ  حَدَّثنَِي  قَالَ   شُعْبَةَ   عَنْ   سَعِيد    بْنِ   يَحْيَى  عَنْ   مُسَدَّد    حَدَّثنََا   يحَُد ِثُ   حُصَيْن    بْنَ   عِمْرَانَ  سَمِعْتُ   قَالَ   مُضَر ِ

ِ   عَنْ  ُ   صَلَّى  النَّبِي   بَعْدَ   ثلَََثاً  أوَْ   ثنِْتيَْنِ   ذكََرَ   أدَْرِي  لَا   عِمْرَانُ   قَالَ   يَلوُنهَُمْ   الَّذِينَ   ثمَُّ   يَلوُنهَُمْ   الَّذِينَ   ثمَُّ   قَرْنِي  خَيْرُكُمْ   قَالَ   وَسَلَّمَ   عَليَْهِ   اللَّّ

مَنُ  فيِهِمْ  وَيظَْهَرُ  يسُْتشَْهَدوُنَ  وَلَا  وَيشَْهَدوُنَ  يؤُْتمََنوُنَ   وَلَا  وَيَخُونوُنَ  يَفوُنَ  وَلَا  ينَْذِرُونَ  قوَْم   يَجِيءُ  ثمَُّ  قَرْنِهِ  الس ِ  

Artinya: "Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, 

kemudian generasi sesudahnya pula, lalu setelah itu orang-orang yang akan memberikan 

kesaksian (dihadapan hakim) tanpa diminta, sedangkan mereka tidak menyaksikan 

peristiwa itu, dan mereka berkhianat serta tidak dapat dipercaya". (HR. Bukhari Muslim). 

 

Hukum hadis pertama memperbolehkan menerima persaksian sebelum diminta untuk 

bersaksi, bahkan dalam kasus yang berkaitan dengan hak Allah atau hak sesama manusia. 

Sebaliknya, hukum hadis kedua melarang sepenuhnya menerima persaksian sebelum diminta 

untuk bersaksi, karena konteks hadis yang kedua menunjukkan hal-hal yang tidak baik. 

Kompromi dalil terkait dengan haramnya memakan darah hewan. Dalil yang ada dalam 

surah Al-Maidah ayat 3 dikontras dengan dalil yang ada dalam surah Al-An'am ayat 145. Quran 

Surah Al-Maidah (5) ayat 3 berbunyi: 

مَتْ  ُ   وَالْمُنْخَنقَِةُ   بِه    اٰللِّ   لِغيَْرِ   اهُِلَّ   وَمَا    الْخِنْزِيْرِ   وَلَحْمُ   وَالدَّمُ   الْمَيْتةَُ   عَليَْكُمُ   حُر ِ يَةُ   وَالْمَوْقوُْذةَ  مَا   الِاَّ   السَّبعُُ   اكََلَ   وَمَا    وَالنَّطِيْحَةُ   وَالْمُترََد ِ

 الَْيوَْمَ   وَاخْشَوْنِ    تخَْشَوْهُمْ   فلَََ   دِيْنكُِمْ   مِنْ   كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ   يىَِٕسَ   الَْيوَْمَ   فسِْق     ذٰلِكُمْ   بِالْاَزْلَامِ    تسَْتقَْسِمُوْا  وَانَْ   النُّصُبِ   عَلَى  ذبُِحَ   وَمَا  ذكََّيْتمُْ  

سْلََمَ   لكَُمُ   وَرَضِيْتُ   نعِْمَتِيْ   عَليَْكُمْ   وَاتَمَْمْتُ   دِيْنكَُمْ   لكَُمْ   اكَْمَلْتُ  ثْم     مُتجََانِف    غَيْرَ   مَخْمَصَة    فِيْ   اضْطُرَّ   فمََنِ   دِيْنًا    الْاِ ِ   غَفوُْر    اٰللَّ   فَاِنَّ   لا ِ

حِيْم     رَّ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) 

yang disembelih atas nama selain Allah".  

 

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa mengonsumsi darah adalah haram. Namun, tidak 

dijelaskan jenis darah yang diharamkan, apakah itu darah yang mengalir atau darah yang sudah 

beku.  
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Lalu datang hukum yang berbeda pada ayat lain dalam QS. Al-An’am ayat 145 yang 

berbunyi:  

مًا  اِليََّ   اوُْحِيَ   مَا    فيِْ   اجَِدُ   لاَّ    قلُْ  سْفوُْحًا  دمًَا  اوَْ   مَيْتةًَ   يَّكُوْنَ   انَْ   الِاَّ    يَّطْعمَُه     طَاعِم    عَلٰى   مُحَرَّ   اهُِلَّ   فسِْقًا  اوَْ   رِجْس    فَاِنَّه    خِنْزِيْر    لَحْمَ   اوَْ   مَّ

لَا  بَاغ   غَيْرَ  اضْطُرَّ  فمََنِ  بِه    اٰللِّ  لِغيَْرِ  حِيْم   غَفوُْر   رَبَّكَ  فَاِنَّ  عَاد   وَّ   رَّ

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, 

sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan 

itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu 

kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah"  

 

Menurut hukum yang terkandung dalam ayat ini  bahwa darah yang mengalir, termasuk 

darah yang dibekukan di luar tubuh, dianggap haram. Oleh karena itu, darah yang dilarang 

secara mutlak dalam al-Maidah(5):[3] di-Takhsish (dibatasi) dengan darah yang mengalir yang 

ditemukan dalam ayat 145 al-An'am. Dengan demikian pengkompromian, atau titik temu 

antara beberapa dalil, meskipun secara lahiriyah bertentangan, dapat diselesaikan. Oleh karena 

itu, darah yang dilarang secara mutlak dalam Al-Maidah ayat 3 dibatasi dengan darah yang 

mengalir dalam Al-An'am ayat 145. (Balya Ziaulhaq Achmadin et al.2022). 

Nasakh Dalam Ta'arudh Al-Adillah 

Nasakh dalam ilmu usul fiqh adalah suatu konsep yang menunjukkan bahwa suatu hukum 

yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dapat dihapus atau diganti dengan hukum yang baru. 

Istilah nasakh secara harfiah berarti "Menghapus" atau "Menukar" sesuatu dengan yang lain. 

Dalam konteks hukum Islam, nasakh menunjukkan bahwa Allah mengganti suatu hukum yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan hukum baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan konteks 

tertentu. (Nashih Muhammad.2022). 

• Klasifikasi Nasakh 

1) Nasakh al-Hukm bi al-Hukm: Penghapusan suatu hukum dengan hukum yang baru. 

Contohnya adalah penghapusan hukum berpuasa pada hari 'Asyura dengan kewajiban 

puasa Ramadhan. (Muhammad Husni and Fathul Wahab.2018). 

2) Nasakh al-Hukm bi al-Tilawah: Penghapusan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an 

namun tidak lagi dibaca atau diterapkan. (S Arifin.2021). 

3) Nasakh al-Tilawah bi al-Tilawah: Penghapusan teks ayat Al-Qur'an sekaligus 

hukumnya. (Khairul Bahri Nasution.2022). 

Tujuan utama dari nasakh adalah untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia 

sesuai dengan kondisi dan konteks zaman tertentu. Nasakh mencerminkan dinamika hukum 

Islam yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. (Karunia 

Hazyimara.2023). 
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Menurut Muhammad, Sariyekti, dan Sumarjoko (2022), nasakh harus dilihat dari 

perspektif sosiologis sebagai upaya untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan 

masyarakat. Dalam konteks ini, nasakh bukan hanya dilihat sebagai pergantian hukum, tetapi 

juga sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam yang dapat mengikuti perubahan zaman.  

 

• Nasakh Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer 

1)  Abu Muslim Al-Asfahani 

Ia menolak adanya konsep nasakh dalam Al-Qur'an dan berpendapat bahwa tidak ada 

ayat yang benar-benar dihapus, tetapi hanya ditafsirkan ulang sesuai konteks.  

2) Abdullah Ahmad An-Na’im 

Dalam reformulasi epistemologi hukum Islam, ia berpendapat bahwa nasakh harus 

dipahami sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan. (Haris Fadillah and 

M.Iqbal Irham.2022). 

Nasakh memainkan peran penting dalam penetapan hukum syariat Islam. Misalnya, 

hukum tentang pemberian zakat yang awalnya hanya berlaku bagi umat Islam kemudian diubah 

menjadi berlaku bagi semua umat manusia tanpa memandang agama.( Nasution.).  Fadillah 

dan Irham menekankan bahwa konsep nasakh mencerminkan elastisitas hukum Islam. Nasakh 

menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial 

dan kebutuhan zaman. (Faiq Tubroni.).Fawaid mencatat bahwa nasakh telah menjadi polemik 

dalam studi ilmu Al-Qur'an.  

Beberapa ulama menerima nasakh sebagai bagian dari wahyu yang dinamis, sementara 

yang lain melihatnya sebagai bentuk interpretasi ulang ayat-ayat sesuai konteks sosial-historis. 

(Siti Ardianti.2017).Sedangkan Ardianti menjelaskan bahwa dalam studi hadis, metode nasakh 

digunakan untuk menyelesaikan kontradiksi antar hadis. Metode ini membantu para ulama 

untuk memahami dan menetapkan hukum yang paling relevan dengan konteks saat ini. 

(Perspektif Abdullah, Ahmad An-na Im, and Chamim Thohari .2009).Tobroni mengkaji 

penerapan konsep nasakh dalam hukum waris di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa beberapa 

hukum waris tradisional telah disesuaikan dengan hukum positif Indonesia melalui konsep 

nasakh untuk mencapai keadilan sosial. (Ahmad Fawaid.2015). 
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4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam dan analisis teliti dalam 

menyelesaikan konflik antara dalil-dalil hukum Islam. Salah satu metode kunci adalah Al-

Jam'u wa al-Taufiq, yang berusaha mengharmonisasikan dalil-dalil yang tampak bertentangan 

tanpa mengabaikan salah satunya. Metode ini menekankan pentingnya kontekstualisasi dan 

interpretasi yang mendalam agar hukum Islam tetap relevan dan fleksibel sesuai kebutuhan 

masyarakat dan perkembangan zaman. 

Nasakh memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dengan mengganti atau menghapus 

hukum yang tidak lagi sesuai dengan kondisi umat. Metode ini mencerminkan fleksibilitas 

hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan kontemporer. 

Dengan Nasakh, hukum Islam mampu terus berkembang, menjaga relevansinya, dan 

memberikan solusi yang sesuai untuk berbagai masalah yang muncul seiring waktu. 
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